PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KETAPANG,

Menimbang . a. bahwa dalam lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 terdapat
koreksi DAK untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 yang diperhitungkan dalam penyaluran DAK Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif
Bantuan Operasional Sekolah Bagi pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
521/BPKAD/2011 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada
Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan periu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2011.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat 1l di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagal Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1859 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;



N

2.

3.

>

m

o

~

o

©

s
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembarar® Negara Republik Indonesga Nomor 3312) sebagaiimana telah diubah dengan Undang+sUndang Neomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republlk
“ Indbnesia TahUn 1994 Norrior 62, Tambahan Lemparan Negara Republlk lndonesua Nomor 3568); . k i

Y .
-4 . .

Undang-undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 {entang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata___

Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasitan yang Diberikan kepada Keuangan Negara alau Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomar 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuvangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesid Tahun 2004 Nomor 90, ¥ambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nemor 4416) sebagaimana telah diubah dengap Peraturan Pemerintal}
Nohor 21 Tahun 2007 tentang PerubaharKetiga Alas Peraturan Pemerintah “Nomor 24 Tahun 2004 teritang Kedudukan Protpkoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Déwan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 4?) .

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574},

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar ‘Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

' -

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tenlang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011 ;



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

' , - ' N
, *" } ¢ 1 =4=

(} .
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalafn Negeri Nomér 21 Thhun 2011; g ) ’ s . . . S »
i “ ' T - S - : " - ' h
- v, -~ H 14 - . .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggéaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07.2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07.2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Provinsi,
Kabupaten dan Kota Tahun Aggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07.2011 tentang Pedoman Umum dan-Alokasi Tambahan Penghasilan bagi i Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Aggaran 2011;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang*Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang
(Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggola Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Nomar 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran
Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10} ; !

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11) ;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008
Nomor 12) ;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008
Nomor 13} ;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008
Nomor 14} ;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomar 2);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapélan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2011 {Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 201 Nomor §);

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 225).
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. PERATURAN: BUPATF TENTANE PERUBAHAN ATAS RERATURAN 'BUPATIINOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 225 ) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, semula berjumlah Rp 943,237,066,726.50 bertambah sejumlah Rp 104,090,098,530.82

menjadi Rp 1,047,327,165,257.32 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :
1. Semula Rp
2. Bertambah Rp
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan

b. Belanja Daerah :

1. Semula . Rp
2. Bertambah Rp
Jumlah Belanja Daerzh setelah Perubahan
Defisit setelah Perubahan

c.  Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan
a. Semula Rp  40,157,416,800.00
b. Bertambah Rp  25,548,687,503.28
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp

903,079,649,926.50
78,541,411,027.54

Rp 981,621,060,954.04
939,375,084,726.50
104,090,008,530.82
Rp 1,043,465,183,257.32
Rp (61,844,122,303.28)

65,706,104,303.28
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2. Pengeluaran

. . ; 2 Semula . i Rp ‘3.861‘982,000.00 .
{ ) ) . b.Bertambah - 1, " ros Rp .. . r L ;_'_: “ . -
: - : Jumlah Pengeluaran Setelah Perubbhan . 3 s Rp 3,861,982,000.00 ' i . <L
’ Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan ’ Rp 61,844,122,303.28
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan ' Rp -
2. Lampiran | diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran Il diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran || Peraturan Bupati ini
Pasal 1l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang
. pada tanggal 22 Nopember 2011
BUPATI KETAPANG,
Diundangkan di Ketapang ‘ TTD
pada tanggal 22 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG HENRIKUS
TTD

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
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